
BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 77 rAmrl{ 2A19

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI

DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR
t

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang I a.

BUPATI CIANJUR,

bahwa Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit
Organisasi di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten
Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati
Cianjur Nomor 62 Tahun 2OL6 tentang Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan
Dinas Sosial Kabupaten Cianjur;

bahwa sehubungan penyesuaian susunan organisasi dan
tata kerja Dinas Sosial, Peraturan Bupati Cianjur Nomor
62 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Sosial
Kabupaten Cianjur perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cianjur tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di
Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2O!4 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2074 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5a9a\;

Mengingat : 1.

b.

C.



Z. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 "Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang
Perangkat'Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL6 Nomor Il4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5BB7);

4. Peraturan Daerg.h Kabupaten Cianjur Nomor B
Tahun 2016 tdntang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah
Kabupaten eianjur Tahun 2016 Nomor 8);

5. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 51);

6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2016 tentAng
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi di
Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur (Berita
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 63);

MEMUTUSI(AN :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 62 Tahun 2016
tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Keda Unit Organisasi di Lingkungan
Dinas Sosial Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjui Tali-un
2016 Nomor 63), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupatbn Cianjur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.



4. sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten cianjur.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.

6. Kepala adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.
7. sekretaris adalah sekretaris Dinas Sosial Kabupaten cianjur.
B. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Sosial Kabupaten

Cianjur.

9. Kepala Subbagian adalah Kepala
Sosial Kabupaten Cianjur.

10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi
Sosial Kabupaten Cianjur.

Subbagian pada Sekretariat Dinas

pada Bidang di lingkungan Dinas

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD
adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas/Badan Daerah yang
melaksanakan kegiatan teknip operasional danlatau kegiatan teknii
penunjang tertentu.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri
Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang
sesuai dengan profesinya dalam rangka. mendukung kelancaran
tugas dan fungsi Dinas.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

a. Kepala.

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian perencanaan;

2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:

1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitasi Tuna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang;

2. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia.

d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawah!<an:

1. Seksi Pemberdayaaq Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial,
Nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;

2. Seksi Penanganan Fakir Miskin.



e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:

1. Seksi Perlindungan Korban Bencana;

2. Seksi Jaminan Sosial.

f. UPTD.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 1 1

(1) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosi3l dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang.

(2) Kepala Bidang sebagaimo.oo.l dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas membantu Kepaia Dinas dalam memimpin pen)rusunan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan
pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak nakal
dan korban narkoba serta tuna sosial, korban tindak kekerasan,
anak dan Lanjut Usia Terlantar.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan
fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang
Rehabilitasi Sosial;

b. pengkajian bahan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi
sosial diluar panti dan latau lembaga bagi penyandang
disabilitas, anak nakal, korban narkoba serta tuna sosial,
perdagangan orang , korban tindak kekerasan, anak terlantar
dan lanjut usia terlantar;

c. penyusunan data penyandang disabilitas, anak nakal, korban
narkoba serta korban perdagangan orang, tuna sosial, korban
tindak kekerasan, anak terlantar dan lanjut usia terlantar;

d. mengarahkan pelaksanaan sosialisasi pelayanan dan rehabilitasi
penyandang disabilitas, anak nakal dan korban narkoba serta
tuna sosial, korban tindak kekerasan, anak terlantar dan lanjut
usia terlantar;

e. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan birnbingan sosial luar
panti penyandang disabilitas, anak nakal dan korban narkoba
tuna sosial, korban tindak kekerasan, anak terlantar dan lanjut
usia terlantar;

f. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan bantuan sosial
penyandang disabilitas, anak nakal "dan korban narkoba, tuna
sosial, korban tindak kekgrasan, anak terlantar dan lanjut usia
terlantar; n



g. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan pembinaan kelompok
Usaha Bersama penyandang disabilitas, anak nakal dan korban
narkoba, tuna sosial, korban perdagangan orang, korban tindak
kekerasan, anak terlantar dan lanjut usia terlantir;

h' penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan koordinasi penanganan
penyandang disabiiitas, anak nakal dan korban narkoba, tuna
sosial, korban pedagangan orang korban tindak kekerasan, anak
terlantar dan lanjut usia terlantar; .

i. penghimpunan, pengolahan dan analisa data serta penyajian
data hasil kegiatan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas, anak nakal dan korban narkoba tuna
sosial, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan,
anak terlantar dan lanjut usia te.rlantar;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Bidang Pelayanan dan ReHabilitasi Sosial;

k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pelayanan
dan Rehabilitasi Sosial; dan

l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (3),
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahkan:

a. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Disabilitas, Tuna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang;

b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia Terlantar.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 1

Seksi Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas,Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

Pasal 12

(i) Seksi Rehabilitasi Disabilitas,Tuna Sosial dan Korban Perdagangan
Orang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugasmembantu Kepala Bidang dalam peiaksanaan Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban perdagangan orang
di Luar panti dan/atau lembaga.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Disabilitas,Tuna Sosial dan
Korban Perdagangan Orang menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi.Pelayanan dan Rehabilitasi
Disabilitas, Tuna Sosial .dan Korban Perdagangan Orang;



b. penerapan kebijakan dan pelaksanaan bimbingan teknis,
suvervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rehabititasi sosial
penyandang disabilitas ( fisik dan sensorik, mental dan
intelektual) ,{una sosial (Tuna Susila, Gelandangan, pengemis,
Pemulung, Bekas warga binaan Lembaga Kemasyarakatan,
orang Dengan HIV/AIDS, Korban penyalahgunaan NApzA,
Korban Perdagangan orang dan Tindak Kekerr,"up di Luar panti
dan latau lembaga;

c. pengkoordiniran pendataan dan pengelolaan penyandang
disabilitas ( fisik dan sensosrik, mentit dan intelektual ; , trn*
sosial ( Tuna Susila, Gelandangan, pengemis, pemulung, Bekas
warga binaan Lembaga Kemasyarakatan, orang Dengan
HIV/AIDS, Korban penyalahgunaan NApzA; Kor6an
Perdagangan orang dan Tindak Kekerasan di Luar panti dan
I atau lembaga;

e penyiapan bahan fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan
Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, Tuna Sosiai ( Tuna
Susila, Gelandangan, Pengemis, pemulung, Bekas warga tirru,a.,
Lembaga Kemasyar6katan, orang Dengan HIV/AIDS, Korban
Penyalahgunaan NAPZA, Korban perdagangan orang dan
Tindak Kekerasan di Luar panti dan latau lembaga;

f. penyiapan bahan fasilitasi bantuan sosial bagi penyandang
disabilitas, Tuna sosial ( Tuna susila, GelandanEa", pe"gemis,
Pemulung, Bekas warga binaan Lembaga Kemasyarakatan,
orang Dengan HIV/AIDS, Korban penyalahgunaan NApzA,
Korban Perdagangan orang dan Tindak Kekerasan di Luar panti
dan atau lembaga;

g. penyiapan bahan pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
atau usaha ekonomis produktif (uEp) Rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas, Tuna sosial (Tuna susila, Gelandangan,
Pengemis, Pemulung, Bekas warga binaan Lembaga
Kemasyarakatan, Orang Dengan HIV/AIDS, Korban
Penyalahgunaan NAPZA, Korban perdagangan orang dan
Tindak Kekerasan di Luar panti dan/atau lembaga;

j. penyiapan bahan pengendalian Usaha Kesejahteraan sosial
bidang rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, Tunasosial (Tuna susila, Gerandangan, plngemi{ pemurung, Bekaswarga binaan Lembaga .Kemasyaraf,atan, orang DenganHIV/AIDS, Kglban penyarahgunaan NApzA, Korban pe"rdagangan
orang dan Tindak Kekerasa, di Luar panti d,an latau lembaga

k. penghimpunan, pengolahan dan analisa data,serta penyajian data
hasil kegiatan Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, Tuna
Sosiai (Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Pemulung, Bekas
Warga binaan Lembaga Kemasyarakatan, Orang Dengan
HIV/AIDS, Korban Penyalahgunaan NAPZA, Korban
Perdagangan Orang dan Tindak. Kekerasan di Luar Panti
dan/atau lembaga 

r

1. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi
Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna .Sosial dan Korban
Perdagangan Orang



m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Rehabilitasi
Disabilitas, Tuna Sosial dan korban perdagangan orang;

n' pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya,

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia '

Pasal 13

(1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada-ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan pelaksanaan
kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia di Luar Panti
dan/atau Lembaga

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2\,Kepala seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi
Anak dan Lanjut Usia;

b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan
imbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pelayanan sosial Anak Balita Terlantar;

c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaiuasi pelaksanaan
Rehabilitasi sosial Anak Terlantar;

d. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
rehabilitasi sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus
(Adopsi Anak dan Anak yang mendapat tindak kekerasan);

e. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan
bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
rehabilitasi sosial Lanjut Usia;

f. penJrusunan bahan fasilitasi. perlindungan
anak terlantar dan Lanjut Usia Terlintar
Lembaga Kesejahteraan Sosial;

kesejahteraan sosial
di Luar dan/atau

g. mengarahkan pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data anak
dan Lanjut Usia (Lansia);

j. penyusunan bahan fasilitasi pembinaan Kelompok Usaha
Bersama (KUBE)/Usaha Ekonomis Produktif (UEP) anak dan
Lanjut Usia;

h. penyusunan bahap fasiiitasi, koordinasi dan rehabilitasi
penanganan anak dan Lanjut Usia;

j. penghimpunan, pengolahan dan analisa data serta penyajian
data hasil kegiatan pelayanan dan rehabilitasisosial anak dan
Lanjut Usia;



k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan peniiaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi
Rehabilitasi anak dan Lanjut Usia;

1. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Rehabilitasi
Sosial Anak dan Lanjut Usia;

m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat

Bida"ng Pemberdayaan Sosial

Pasal 14

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(2) Kepala Bidang sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas membantu Kepala dalam memimpin penyusunan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan teknis, piogram dan kegiatan
pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, komunitas adat
terpencil, kelembagaan masyarakat, sumbangan sosial dan
penanganan fakir miskin.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang
Pemberdayaan Sosial;

b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis di bidang pemberdayaan sosial;

c. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi
serta permasalahan di bidang pemberd ayaan sosial;

d. pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi
pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial 1nSfS1,komunitas adat, Nilai Kepahlawanan, Keperintisan,
Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial, Dunia Uiaha dan
Sumbangan sosiar, Nilai Kepahlawanen, Keperintisan,
Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;

e' penyelenggaraan fasilitasi pemberdayaan Potensi dan SumberKesejahteraan Sosial (PSKSI pemberdayaan potensi dan surnberKesejahteraan Sosial (psKS), komunitas adat, Nilai
Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi
sosial, Dunia Usaha dan sumbangan sosial, Kepahlawanan,
Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial;

f. penyiapan peiaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
peiaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Bidang PemberdayaAn Sosial;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang
Pemberdayaan Sosial;



i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (3),
Bidang Pemberdayaan Sosial membawahkan:

a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, Keiembagaan
Masayaraat dan Nilai Kepahlawanan.

b. Seksi Penanganan Fakir Miskin.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masy arakat,
Kepahlawanan, Keperintisan dan kesetiakawanan sosial

Pasal 15

(1) Seksi Pemberdayaan r Sosial Kelembagaan Masyarakat,
Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
kebijakan teknis dan fasilitasi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan
Masyarakat, Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan
Sosial.

(3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat,
Kepahlawan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
menyelenggarakan fungsi :

a. penerapan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi,
pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial meliputi Pekerja Sosial, Pekerja Sosial
Masyarakat, Taruna Siaga Bencana, Lembaga Kesejahteraan
Sosial (LKS), Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Keluarga
(LK3) /Famili Daycare unit, Keluarga pioner, Wanaha
Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Wanita
Pemimpin Kesejahteraan Sosial, penyuiuh Sosial(Fungsional/masyirakat) Tenaga Kesejahteraan sosial
Kecamatan (TKSK) dan Dunia Usaha serta fasllitasi pengumpulan
Sumbangan;

b. penerapan kebijakan dan pelaksanaan bimbingan teknis,
pemantauan dan evaluasi Lembaga Konsultasi Keluarga;

c. penerapan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis,
fasilitasi,pemantauan dan evaluasi penggalian potensi, Nilai
Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi
Sosial;

d. penerapan kebijakan dan pelaksanaan bimbingan teknis,
fasilitasi, pemantar.ian dan evaluasi pelaksanaan pengumpulan
sumbangan;



e' penerapan kebijakan dan pelaksanaan bimbingan teknis sertapemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadappenyelenggaraan kesejahteraan 
"o"i.t;f. pengumpulan dan pengolahan data potensi sumberkesejahteraan sosia1,. nilai kepahrawu.rrr,rr, keperintisan,

kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial;
g' pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerjapelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingku{"; i;k"t

Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat, liepah-ia*anan,
Keperintisan dan kesetiakawanan Sosial;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi
Pemberdayaan Sosial Kelembaga.r, tviu..yarakat, fepahlawanan,
Keperintisan dan kesetiakawanan Sosial; dan

i' pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
' paragraf2

Seksi Penanganan Fakir Miskin
Pasal 16

(1) Seksi Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugasmembantu Kepala Bidang dalam 

-memimpin 'penyiapan 
balianidentifikasi dan penguatan- kapasitas keluaiga a"" ranr miskin,pendampinga"n dan pemberdayaan serta pengeloraan danpenyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungln sosial.

(3) Untuk melaksang.kan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Seksi Penanganan -Fakir Miskin menyelenggarakan
fungsi :

a' penyusunan rencana kegiatan Seksi Penanganan Fakir Miskin
b. pengumpulan dan pengolahan Data Fakir Miskin, Keluarga

Bermasalah psikologis, perempuan Rawan sosial Bkonoiri
(PRSE);

c' mengkoordinir pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskincakupan kabupaten;

d. penyusunan bahan kebijakan teknis pemberd ayaa,_ sosialkeluarga,masyarakat miskin, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
(PRSE), dalam upaya peningkatan fungsi sosial keluarga melalui
bimbingan pelatihan dan bantuan stimulan;

e' pengelolaan data pemberdayaan sosial keluarga, masyarakat
miskin dan Perempuan Rawan Sosial.Ekonomi ( pRSE);

f. penyusunan bahan fasilitasi pemberdayaan keluarga, masyarakat
miskin dan Peremprian Rawan Sosial Ekonomi (pRSE);

g. penyusunan bahan bimbingan, pelatihan dan bantuan bagi
pemberdayaan keluarga, masyarakat miskin dan perempuan
Rawan Sosial Ekonomi (pRSE);



h. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan keluarga , masyarakat
miskin .dan 

perempuan Rawan Sosial Ekonomi"lertsoy dengan
instansi terkait;

i' pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi
Pemberdayaan Keluarga,Masyarakat Miskin dan p&empuan
Rawan Sosial Ekonomi (pRSE);

j' pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penanganan
Fakir Miskin

k, pelaksanaan keijakan, pemberian bimbingan teknis serta
suvervisi, evaluasi dan pelaporan penataan tn[kungan

1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fung.i"Vu.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehinpga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 17

(1) Bidang Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang.

(2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin penyusunan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, progiam dan kegiatan
perlindungan dan jaminan sosial.

(3) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial menyelenggarakan
fungsi :

a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial;

b. penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi
serta permasalahan di bidang perlindungan sosiai korban
bencana dan jaminan sosial;

h. pengkajian bahan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan
sosial;

i' pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerjapelaksanaan tugas bawahan secara berkata Bidang'perlindungan
dan Jaminan Sosial;

j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial;

k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

(4) Dalam melaksanakan fungsi'sebagaimana tersebut pada ayat (3),
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahkan:

a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;

b. Seksi Jaminan Sosial.
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10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

Pasal 18

(1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
pelaksanaan kegiatan pemberian perlindlrngan- kepada korban
bencana

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Seksi Perlindungan menyelenggaraican fungsi:

a. penJrusunan rencana kegiatan Seksi Perlindungan Sosial Korban
Bencana;

b. penerapan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta
pemantauan dan evaluasi Perlindungan Sosial Korban Bencana
Alam dan Korban Bencana Sosial;

c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi
penanggulangan bencana pada tahap pra bencana/mitigasi, saat
bencana/tanggap darurat dan pasca bencana;

d. penerapan kebijakan, pemberian bimbingan teknis sejrta
suvervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan
mitigasi; penanganan korban bencana alam, pemulihan dan
penguatan sosial, kemitraan, pengeloraan logistik; penyediaan
kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana
alam; pencegahan, penanganan korban ben&na sosial, politik
dan ekonomi; pemulihan sosial dan reintegrasi sosiall dan
penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban
bencana sosial;

e. pengumpulan dan pengelolaaan data penanggulangan korban
bencana;

f' penyiapan bahan fasilitasi rehabititasi rumah/pemukiman
korban bencana serta pelatihan kesiapsiagaan penanggurangan
bencana;

g' pelaksanaan monitoring, evaiuasi dan penilaian prestasi kerjapelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi
Perlindungan Sosial Korban Bencana;

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Perlindungan
Sosiai Korban Bencana;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I



11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Seksi Jaminan Sosial

Pasal 19

Seksi Jaminan sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam memimpin penyiapan bahan
pelaksanaan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial.

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (21,
Kepala Seksi Jaminan S'osial menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Jaminan Sosial;

b. penerapan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta
suvervisi, evaluasi dan pelAporan pelaksanaan seleksi, verifikasi
validasi, terminasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;

c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi
Jaminan Sosial Keluarga

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Jaminan
Sosial Keluarga

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal Et 8kt*bffi' g${g
Plt. BUPATI CIANJUR,

13

(1)

(2)

(3)

Diundangkan di Cianjur
HERMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 8OT9 NOMOR T9


